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Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memilih 
yang dijamin oleh UUD 1945 guna mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang 
produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani yang usianya kurang dari 70 
Tahun. Selain itu untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam 
jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, bukan orang yang terlibat dan/atau 
menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat 
dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana 
genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya. 

 Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon menguji undang-
undang, in casu Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017, terhadap UUD 1945 maka 
Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan a quo. 

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, oleh karena para Pemohon telah 
dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin 
dalam UUD 1945 dengan adanya Pasal 169 huruf d dan huruf q UU 7/2017 yang diajukan 
dalam permohonan pengujian a quo, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan 
a quo. 

 Berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon yaitu 
pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yaitu pada frasa “tidak pernah 
mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
berat lainnya”. Menurut para Pemohon, frasa dalam norma tersebut tidak mengatur secara 
jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-
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undangan di Indonesia. Lebih lanjut, frasa “tidak pernah mengkhianati negara serta tidak 
pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya” menimbulkan 
kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang 
bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta 
Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945; 

 Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil a 
quo, tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 huruf d 
UU 7/2017 secara keseluruhan, di mana norma pasal tersebut secara lengkap mengatur 
syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi larangan “tidak pernah 
menghianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
berat lainnya”. Meskipun dalam petitum para Pemohon menghendaki adanya perluasan 
makna ketentuan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dengan menambahkan frasa “tidak 
memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, 
bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 
1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak 
pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi”, maka hal ini di 
samping menjadikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menjadi redundant 
yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya 
keragu-raguan, dan juga justru dapat mempersempit cakupan norma dasar yang secara 
natural terdapat dalam Pasal 169 huruf d UU 7/2017 dimaksud. Sebab, dalam frasa “tindak 
pidana berat lainnya” dalam norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 sesungguhnya telah 
mencakup makna yang sangat luas, yaitu semua jenis tindak pidana berat, termasuk tindak 
pidana yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan dalam perluasan 
pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017, sebagaimana petitum permohonan para 
Pemohon. Dengan demikian, mengakomodir apa yang menjadi keinginan para Pemohon 
dengan cara memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf d UU 7/2017 menurut 
Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada 
norma yang bersangkutan. Terlebih, apabila dicermati lebih jauh dalil-dalil permohonan para 
Pemohon, khususnya berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan 
jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya, tanpa memberikan 
penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan cukup dengan adanya 
anggapan, asumsi, dugaan, telah ada penyelidikan, penyidikan atau bahkan telah ada 
putusan pengadilan yang telah berkuatan tetap, hal ini berakibat akan menambah kerumitan 
tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan. Terhadap hal 
tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainyapun yang diinginkan 
para Pemohon jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma 
Pasal 169 huruf d UU 7/2017 seyogianya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para Pemohon 
dikabulkan maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak 
bersalah (presumption of innocence). 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil 
para Pemohon perihal pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf d UU 7/2017 yang menurut 
para Pemohon bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 
ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub 
dalam Petitum permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas 
norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal 
untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional para 
Pemohon untuk dapat memiliki presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta 
sehat secara rohani dan jasmani, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang 
wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila 
presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih 
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dari 70 tahun.  

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
lebih jauh permohonan para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah 
mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian 
norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam 
Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah 
telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, 
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 
(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui 
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya 
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang 
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala 
daerah; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang 
mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi 
Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan 
Hakim Konstitusi Suhartoyo, namun oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari 
substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal a quo yang 
berbunyi “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 
dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang 
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala 
daerah”, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 
7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana 
pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
90/PUU-XXI/2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam 
permohonan a quo. 

Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang 
mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), 
berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a 
quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi 
sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Dengan demikian, 
terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang atau tidak, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian 
inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. 

          Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang  pengujian norma Pasal 169 huruf q 
UU 7/2017 tidak dapat diterima. 



4 
 

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)  

 

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion): 

            Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk 
menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam 
norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2)  UUD 1945 dan 
norma Pasal 221 dan Pasal 222  UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan 
dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma 
Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat 
privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai 
calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya 
bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon 
wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan 
konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo.  

         Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap 
permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan 
inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah 
permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon 
dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum 
permohonannya. dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak 
konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) 
PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 
2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian 
baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan 
untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh 
karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat 
formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 

         Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting 

opinion) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon 

dalam permohonan a quo pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar 

norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapnya dalam petitum 

permohonannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan 

untuk diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam 

permohonan a quo, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) 

dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya 

dalam putusan permohonan a quo; 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat 

terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan 

kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada 

relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a 

quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”. 

 

 


